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ABSTRAK 

 

Aldifa Fahrul Huda. 201920252005. “Penegakan Hukum Terhadap Pembatalan 

Penetapan Tersangka Melalui Putusan Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 

67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)” 

Penerapan aturan hukum dalam tahapan penyidikan haruslah bersifat objektif dengan 

berpedoman pada KUHAP, sebab hal ini menyangkut hak asasi manusia. Oleh karena 

itu harus ada yang membatasi kewenangan penyidik agar tidak sewenang-wenang 

terhadap hak asasi orang lain. Pada kesempatan ini hal yang menjadi sorotan adalah 

kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Dahlan Iskan yang kemudian mengajukan 

gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan termohon 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan antara 

aturan hukum terhadap pembatalan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan 

dan penerapannya yang belum sesuai. 

Dengan penelitan ini diharapkan dapat menemukan dan memahami aturan hukum 

terhadap pembatalan penetapan tersangka melalui putusan praperadilan serta 

mengetahui bagaimana kelemahan yang terjadi pada penerapan ketentuan 

praperadilan dalam penetapan tersangka Dahlan Iskan di dalam perkara tindak pidana 

korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis 

normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan hukum kepustakaan atau data sekunder belaka. 

Hasil penelitian yang dilakukan adalah ditemukan beberapa kelemahan penyidik 

dalam menjalankan wewenangnya sebagai penegak hukum yang menyebabkan 

terampasnya hak asasi manusia. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan 

Dahlan Iskan sebagai tersangka sehari setelah dirinya diperiksa sebagai saksi 

terhadap para tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 (dua puluh satu) 

Gardu Induk (1.610 MVA) jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN 

(Persero) Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013 tanpa didahului adanya minimal dua alat 

bukti yang sah dan meyakinkan. Pada kasus penetapan tersangka Dahlan Iskan, 

terjadi kesalahan administrasi penyidikan dan kesalahan prosedur penyidikan dalam 

menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didahului dua alat bukti yang kuat 

secara sah dan meyakinkan. Aturan hukum yang digunakan terhadap pembatalan 

penetapan tersangka melalui putusan praperadilan dalam kasus tindak pidana korupsi 

Dahlan Iskan adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan bahwa 

ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan 

penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah 

bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi 

manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang 

dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penetapan Tersangka, Praperadilan, Korupsi, 

Dahlan Iskan. 
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ABSTRACT 

 

Aldifa Fahrul Huda. 201920252005. “Legal Protection For The Rights Of Suspects 

Who Have Cancelled Investigation Orders Through Pretrial Decisions (Case 

Decision Number: 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.)” 

The application of legal rules during the investigation stage must be objective, guided 

by the Criminal Procedure Code, because this concerns human rights. Therefore, 

someone must limit the authority of investigators so that they do not abuse other 

people's human rights. On this occasion, the thing that was in the spotlight was the 

criminal corruption case that ensnared Dahlan Iskan, who then filed a pre-trial 

lawsuit at the South Jakarta District Court with the respondent Jakarta High 

Prosecutor's Office. In this research there is a problem between the legal rules 

regarding the cancellation of the suspect's determination through a pre-trial decision 

and its implementation which is not yet appropriate. 

With this research, it is hoped that we will be able to find and understand the legal 

rules regarding the cancellation of a suspect's determination through a pre-trial 

decision and find out the weaknesses that occurred in the application of pre-trial 

provisions in determining the suspect Dahlan Iskan in a corruption crime case. The 

method used in the research uses a normative juridical approach, namely library law 

research which is carried out by examining library legal materials or mere secondary 

data. 

The results of the research carried out revealed several weaknesses of investigators 

in carrying out their authority as law enforcers which resulted in the deprivation of 

human rights. Jakarta High Prosecutor's Office investigators named Dahlan Iskan as 

a suspect a day after he was questioned as a witness against the suspects in the 

alleged corruption case in the construction of 21 (twenty-one) main substations 

(1,610 MVA) for the Java, Bali and Nusa Tenggara network PT. PLN (Persero) 

Fiscal Year 2011, 2012, 2013 without prior presence of at least two valid and 

convincing pieces of evidence. In the case of determining the suspect Dahlan Iskan, 

there was an error in the administration of the investigation and an error in the 

investigation procedure in determining someone as a suspect without two strong 

legal and convincing pieces of evidence. The legal rule used to cancel the 

determination of a suspect through a pre-trial decision in the Dahlan Iskan 

corruption case is Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 which 

decided that the provisions of Article 77 letter (a) of the Criminal Procedure Code do 

not have binding legal force as long as they are not interpreted to include the 

determination of suspects, searches and confiscations. As for one of the legal 

considerations, the determination of a suspect is part of the investigation process 

which is a violation of human rights, so the determination of a suspect by 

investigators should be an object that can be requested for protection through legal 

efforts in pre-trial institutions. 

Keywords: Law Enforcement, Determination of Suspects, Pretrial, Corruption, 

Dahlan Iskan.  
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